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ABSTRACT

This article examines the perspective of the Lajnah Daimah (Permanent Committee for Scholarly Research and Fatwa)
regarding the legal status of Multi-Level Marketing (MLM) within the framework of Islamic Shariah. MLM is a
controversial business model in Indonesia, often criticized for its resemblance to Ponzi schemes and its potential violation
of key Islamic economic principles, such as riba (usury) and gharar (excessive uncertainty). Fatwa No. 22935 issued by
the Lajnah Daimah explicitly declares MLM to be impermissible (haram), citing its emphasis on commission-based
earnings over genuine product value, as well as its inherent elements of riba and gharar. This study provides a critical
analysis of the fatwa and its implications for MLM practices in Indonesia, emphasizing the necessity of adhering to
Shariah-compliant principles in business activities.
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ABSTRAK

Artikel ini mengkaji pandangan Lajnah Daimah terkait hukum Multi Level Marketing (MLM) dalam konteks syariah
Islam. MM adalah model bisnis yang kontroversial di Indonesia, seringkali dikritik karena mirip dengan skema Ponzi
dan mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti riba dan gharar. Fatwa
nomor 22935 dari Lajnah Daimah menegaskan bahwa MLM dianggap haram karena fokusnya pada komisi daripada
nilai produk yang sebenarnya, serta karena mengandung unsur riba dan gharar. Artikel ini menganalisis fatwa tersebut
dan implikasinya terhadap praktik MLM di Indonesia, menyoroti pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam
aktivitas bisnis.
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PENDAHULUAN

Multi Level Marketing (MLM) adalah sebuah model bisnis dimana peserta memperoleh pendapatan dari
hasil penjualan produk dan juga dari perekrutan anggota baru ke dalam jaringan mereka (ramadini &
Kurniawan, 2023). Model bisnis ini memungkinkan anggota untuk mendapatkan komisi tidak hanya dari
penjualan pribadi, tetapi juga dari penjualan yang dilakukan oleh anggota baru yang direkrut. Di Indonesia,
MIM telah menjadi fenomena yang sangat populer, menarik minat banyak orang karena janji keuntungan yang
besar dan cepat. Berbagai perusahaan MLM hadir dengan berbagai produk, mulai dari kosmetik, kesehatan,
hingga produk rumah tangga, menawarkan peluang bisnis bagi banyak orang dari berbagai latar belakang (Latifah
et al., 2022).

Namun, popularitas MM di Indonesia juga membawa berbagai permasalahan. Salah satunya adalah
kemiripan beberapa skema MLM dengan skema Ponzi. Skema Ponzi adalah penipuan investasi di mana
keuntungan yang diperoleh untuk investor awal berasal dari uang yang diinvestasikan oleh investor baru, bukan
dari keuntungan bisnis yang sah. Skema ini tidak berkelanjutan dan akhirnya akan runtuh ketika aliran investor
baru berhenti (Ani et al., 2023). Di Indonesia, banyak kasus penipuan yang menggunakan kedok MLM untuk
menjalankan skema Ponzi, mengakibatkan kerugian besar bagi banyak orang. Salah satunya adalah penipuan
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yang menggunakan kedok MLM semakin marak, termasuk dalam dunia investasi kripto. Salah satu kasus terbaru
melibatkan penipuan yang meraup sekitar Rp 234 triliun dari investor kripto. Para investor tertipu dengan janji
keuntungan besar melalui skema MLM, yang ternyata hanya menggunakan dana dari investor baru untuk
membayar keuntungan investor lama. Kasus ini menunjukkan bagaimana skema Ponzi dapat bersembunyi di
balik praktik MLM, menyebabkan kerugian besar bagi banyak orang yang tergoda dengan iming-iming
keuntungan cepat (Febriandika et al., 2023).

Dalam perspektif hukum Islam, MLM yang mengandung unsur penipuan, ketidakpastian (gharar), dan
riba (bunga) dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Islam mengajarkan bahwa semua transaksi
bisnis harus adil, transparan, dan tidak mengandung unsur penipuan atau eksploitasi. Oleh karena itu, model
bisnis MLM yang menyerupai skema Ponzi atau mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, dianggap
haram dan harus dihindari oleh umat Muslim (Wahed, 2019). Lajnah Daimah adalah sebuah komite tetap untuk
penelitian ilmiah dan fatwa di Arab Saudi, yang terdiri dari para ulama dan ahli hukum Islam terkemuka. Mereka
memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa mengenai berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, termasuk
masalah ekonomi dan bisnis (Miftah, 2023). Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Daimah sangat
berpengaruh dan dijadikan rujukan oleh banyak umat Islam di seluruh dunia. Oleh karena itu, penting bagi
umat I[slam untuk memahami dan mengetahui pendapat Lajnah Daimah mengenai MLM, agar dapat

menjalankan aktivitas bisnis dan ekonomi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang benar (Irawan et
al., 2019).

Walaupun banyak penelitian membahas praktik MLM dan dampak negatifnya di Indonesia, serta
beberapa membahas hukum Islam terhadap MLM secara umum, masih sangat terbatas kajian yang secara spesifik
dan mendalam menganalisis pandangan Lajnah Daimah sebagai otoritas fatwa penting di dunia Islam terhadap
MLM, dan bagaimana pandangan tersebut dapat diterapkan atau dibandingkan dalam konteks sosial-ekonomi
di Indonesia. Banyak skema MLM di Indonesia mengandung unsur-unsur gharar, riba, dan tadlis, namun belum
banyak yang mengkaji apakah praktik tersebut telah dianalisis sesuai dengan fatwa-fatwa Lajnah Daimah secara
spesifik, padahal fatwa ini diakui sebagai rujukan oleh banyak institusi syariah global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis telaah Pustaka menggunakan
data sekunder (Moleong, 2019). Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah fatwa Lajnah Daimah nomor
22935 tertanggal 14/3/1425 H. Metode ini melibatkan kajian mendalam terhadap teks fatwa tersebut untuk
memahami pandangan Lajnah Daimah mengenai hukum Multi Level Marketing (MLM). Data sekunder dari
literatur lain yang relevan juga digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks yang lebih luas
tentang pandangan Islam terhadap MLM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Multi Level Marketing (MLM), juga dikenal sebagai pemasaran berjenjang, adalah model bisnis yang
memungkinkan peserta memperoleh pendapatan tidak hanya dari penjualan langsung produk tetapi juga dari
penjualan yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka rekrut ke dalam jaringan mereka. Model ini bekerja
dengan menciptakan struktur yang menyerupai piramida di mana setiap anggota berada di tingkat yang berbeda
dan mendapatkan komisi dari penjualan anggota di bawah mereka (ramadini & Kurniawan, 2023).

Sistem MLM beroperasi melalui dua mekanisme utama: penjualan produk langsung dan perekrutan
anggota baru. Ketika seorang distributor menjual produk, mereka mendapatkan komisi dari penjualan tersebut
(Abrori, 2024). Selain itu, mereka juga didorong untuk merekrut anggota baru. Setiap kali anggota baru yang
direkrut berhasil menjual produk, upline (orang yang merekrut mereka) juga mendapatkan komisi. Dengan
demikian, pendapatan seorang distributor dalam MLM tidak hanya bergantung pada penjualan pribadi tetapi
juga pada penjualan yang dilakukan oleh jaringan mereka (Syaharuddin, 2023).

Fatwa adalah ketetapan hukum atau keputusan yang diberikan oleh seorang ahli hukum Islam (mufti)
atau lembaga fatwa mengenai masalah tertentu yang dihadapi oleh umat Islam. Fatwa ini berdasarkan interpretasi
hukum Islam, termasuk Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (konsensus), dan Qiyas (analogi) (“Is the ‘Fatwa’ a Fatwa?,” 2014).
Fatwa bukanlah hukum yang mengikat seperti undang-undang negara, tetapi merupakan panduan yang sangat
berpengaruh dan dihormati oleh umat Islam (Ulum, 2014).

https://ejournal.tsb.ac.id/index.php/jpi/index 539



https://doi.org/10.37630/jpi.v15i2.2797
https://ejournal.tsb.ac.id/index.php/jpi/index

JURNAL PENDIDIKAN IPS ISSN: 2088-0308 | e-ISSN: 2685-0141
Vol. 15, No. 2, Juni 2025 https://doi.org/10.37630/ipi.v15i2.2797

Proses penerbitan fatwa melibatkan beberapa langkah yang ketat. Pertama, masalah yang perlu difatwakan
diajukan oleh individu atau komunitas yang memerlukan panduan hukum. Kemudian, mufti atau lembaga fatwa
melakukan penelitiln  mendalam dengan merujuk pada sumbersumber hukum Islam. Mereka
mempertimbangkan semua aspek yang relevan sebelum memberikan opini hukum. Setelah fatwa dikeluarkan,
fatwa tersebut disebarluaskan kepada publik untuk dijadikan panduan (Ulum, 2014). Lajnah Daimah, atau
Komite Tetap untuk Penelitian [lmiah dan Fatwa, didirikan di Arab Saudi dan merupakan salah satu badan
fatwa paling berpengaruh di dunia Islam. Badan ini terdiri dari para ulama dan ahli hukum Islam yang memiliki
keahlian dalam berbagai bidang syariah. Mereka bertugas memberikan panduan keagamaan melalui fatwa-fatwa
yang menjawab berbagai masalah kontemporer yang dihadapi umat Islam (Asriadi, 2020). Lajnah Daimah terdiri
dari beberapa anggota yang dipilih berdasarkan keahlian mereka dalam ilmu syariah. Mereka bekerja secara
kolektif untuk mengkaji masalah-masalah yang diajukan kepada mereka. Setiap masalah yang diangkat dipelajari
secara mendalam dengan merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama terdahulu. Setelah melalui
proses kajian dan diskusi, fatwa diterbitkan dan disebarluaskan kepada public. Fatwa yang dikeluarkan oleh
Lajnah Daimah memiliki otoritas yang kuat dan sering dijadikan acuan oleh umat Islam di berbagai belahan
dunia (Ana Siti Parida Dwi Yuliantika et al., 2024). Hal ini karena Lajnah Daimah dikenal dengan pendekatan
yang ketat dan teliti dalam menafsirkan hukum Islam. Fatwa-fatwa mereka memberikan panduan yang jelas dan
terpercaya, membantu umat Islam dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Dalam konteks MLM, pandangan dan fatwa Lajnah Daimah sangat penting karena membantu umat Islam untuk
menghindari model bisnis yang tidak sesuai dengan ajaran agama (Nurhalizah & Fageh, 2022).

Fatwa Lajnah Daimah nomor 22935 tertanggal 14/3/1425 H:
Segala puji bagi Allah,

Terdapat banyak sekali pertanyaan yang datang kepada Al-Lajnah ad-Daimah Lil Buhuts al-Ilmiyah wal
Ifta’ tentang aktivitas perusahaan-perusahaan pemasaran berpiramida (Multi Level Marketing), seperti Biznas.
Kesimpulannya, aktivitas mereka adalah meyakinkan seseorang untuk membeli sebuah produk agar dia juga bisa
meyakinkan orang lain untuk membeli produk tersebut, demikian seterusnya. Setiap kali bertambah tingkatan
anggota di bawahnya, maka orang yang pertama akan mendapatkan keuntungan besar yang bisa mencapai ribuan
real. Dan setiap anggota yang dapat mengajak orang-orang setelah bergabung, maka ia akan mendapatkan
keuntungan yang sangat besar pula, selagi ia berhasil merekrut anggota-anggota baru setelah masuk ke dalam
daftar para anggota. Inilah yang dinamakan dengan pemasaran berpiramida atau berjejaring (Multi Level

Marketing/MLM).

Maka, Lajnah Da’imah menjawab, “Sesungguhnya, transaksi jenis ini adalah haram, karena tujuannya
adalah komisi, bukan produk. Terkadang komisi itu bisa mencapai puluhan ribu, padahal harga produk tidaklah
sampai beberapa ratus. Orang yang berakal ketika dihadapkan di antara dua pilihan, niscaya ia akan memilih
komisi. Karena itu, sandaran perusahaan-perusahaan ini dalam mempromosikan produk-produk mereka adalah
menampakkan jumlah komisi yang besar yang mungkin didapatkan oleh anggota dan menjanjikan untuk mereka
keuntungan yang melampaui batas sebagai imbalan dari modal yang kecil, yaitu harga produk. Maka, produk
yang dipasarkan oleh perusahaan-perusahaan ini sekadar kedok dan pengantar untuk mendapatkan keuntungan
besar.

Melihat hakikat dari transaksi di atas, maka secara syar’i usaha seperti ini adalah haram karena beberapa
alasan (Jauhari et al., 2021): Pertama, transaksi tersebut mengandung riba dalam 2 jenis, yaitu riba al-fadhl dan
riba an-nasiah. Orang yang ikut dalam bisnis itu (anggota) membayar sejumlah kecil dari hartanya untuk
mendapatkan keuntungan yang lebih besar darinya. Maka, ia menukar uang dengan uang dalam bentuk tafadhul
(ada selisih nilai) dan ta’khir (tidak kontan). Ini adalah bentuk riba yang diharamkan menurut nash (al-Quran
dan hadits) dan kesepakatan para ulama. Produk yang dijual oleh perusahaan kepada konsumen hanya sebagai
kedok untuk barter uang tersebut dan bukan menjadi tujuan anggota untuk mendapatkan keuntungan dari
pemasarannya, sehingga keberadaan produk tidak berpengaruh dalam hukum (transaksi jual beli).

Kedua, Transaksi seperti ini termasuk gharar yang diharamkan menurut syariat, karena anggota tidak
mengetahui apakah dia akan berhasil mendapatkan jumlah anggota yang cukup atau tidak? Dan bagaimanapun
pemasaran berpiramida itu berlanjut, pasti akan mencapai batas akhir yang akan berhenti padanya. Sedangkan
anggota tidak tahu ketika bergabung di dalam piramida, apakah dia berada di tingkatan teratas sehingga ia
beruntung, atau berada di tingkatan bawah sehingga ia merugi. Dan kenyataannya, kebanyakan anggota piramida
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merugi, kecuali sangat sedikit di tingkatan atas. Dengan demikian, yang mendominasi adalah kerugian. Maka,
ini adalah hakikat gharar (tidak ada kejelasan di antara dua belah pihak). Padahal, Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wa sallam telah melarang dari perbuatan gharar, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya

(Rahman et al., 2024).

Ketiga, Apa yang terdapat dalam transaksi ini merupakan praktik memakan harta manusia dengan cara
yang batil, karena tidak ada yang mengambil keuntungan dari transaksi ini selain perusahaan dan para anggota
yang ditentukan oleh perusahaan dengan tujuan menipu anggota lainnya. Hal ini telah disebutkan dalam al-
Quran tentang keharamannya,

Sl o 0 5a 1KY 1 ale i @i

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang

batil...” (Qs. an-Nisa: 29).

Keempat, Dalam transaksi ini terdapat penipuan, pengaburan dan penyamaran terhadap manusia. Dari
sisi penampakan produk, seakan-akan itulah tujuan dalam transaksi, padahal kenyataannya tidak demikian. Dan
dari sisi yang lain, mereka menjanjikan komisi yang besar, tapi seringnya tidak terwujud. Dan ini semua terhitung
penipuan yang diharamkan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

o
“Siapa saja yang menipu, maka ia bukan golonganku.” (HR. Muslim).
Dan dalam hadits yang lain beliau bersabda:
Lagat 405 s LS 5 S ) 5 Ui 8 Lol &1 53 Uiy i (8 585 AT o sy (o
“Dua orang yang melakukan transaksi jual beli berhak menentukan pilihannya (khiyar) selama belum

berpisah, niscaya akan mendapatkan berkah dari transaksinya. Dan jika keduanya saling dusta dan tertutup,
niscaya akan dicabut keberkahan transaksinya.” (Muttafaqun alaih, disepakati al-Bukhari dan Muslim).

Adapun pendapat bahwa transaksi ini tergolong samsarah (jasa sebagai makelar/broker/ perantara), maka
itu tidak benar. Karena samsarah adalah transaksi di mana pihak pertama mendapatkan imbalan atas usaha
menjual produknya. Adapun pemasaran MLM, anggotalah yang mengeluarkan biaya untuk memasarkan produk
tersebut.

Hakikat atau maksud dari samsarah adalah memasarkan barang, berbeda dengan pemasaran berbasis
MIM, maksud sebenarnya adalah pemasaran komisi dan bukan (pemasaran) produk. Karena itu, orang yang
bergabung dalam MLM akan memasarkan kepada orang yang akan memasarkan dan seterusnya. Berbeda dengan
samsarah, (di mana) pihak perantara benar-benar memasarkan kepada calon pembeli barang. Perbedaan di
antara dua transaksi sangatlah jelas.

Adapun pendapat bahwa komisi-komisi tersebut masuk dalam kategori hibah (pemberian), maka ini tidak
benar. Andaikata (pendapat itu) diterima, maka tidak semua bentuk hibah itu boleh menurut syariat.
(Sebagaimana) hibah yang terkait dengan suatu pinjaman adalah riba.

Oleh karena itu, Abdullah bin Salam berkata kepada Abu Burdah,
L8 88 s 51 et O 31 035 s ) 3808 58 5 e 1 018 13 28 gy 30 (T )

“Sesungguhnya engkau berada di suatu tempat yang riba tersebar padanya. Maka, jika engkau memiliki
hak pada seseorang kemudian dia menghadiahkan kepadanya sepikul jerami, sepikul gandum atau sepikul

tumbuhan, maka itu adalah riba.” (HR al-Bukhari).

Dan (hukum) hibah tergantung dari sebab adanya hibah tersebut. Karena itu, ketika ada seorang pekerja
yang datang lalu berkata, “Ini untuk kalian, dan ini dihadiahkan kepada saya.” Maka, Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam bersabda, “Bukankah seandainya engkau duduk di rumah ayahmu atau ibumu, lalu engkau
menunggu (saja), apakah dihadiahkan kepadamu atau tidak?” (HR. Muslim).

Dan komisi-komisi ini hanyalah diperoleh karena bergabung dalam sistem pemasaran berjejaring. Maka
apapun namanya, baik itu hadiah, hibah, atau selainnya, maka hal tersebut sama sekali tidak mengubah hakikat
dan hukumnya. Dan (juga) hal yang patut disebut di sana ada beberapa perusahaan yang muncul di pasar bursa
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dengan sistem pemasaran berjejaring atau berpiramida (MLM) dalam transaksi mereka, seperti Smart Way, Gold
Quest dan Seven Diamond. Dan hukumnya sama dengan perusahaan-perusahaan yang telah berlalu
penyebutannya. Walaupun sebagiannya berbeda dengan yang lainnya pada produk-produk yang mereka
perdagangkan. Wabillahi taufiq wa shallallahu ‘ala Nabiyina Muhammad wa aalihi wa shahbihi.

Fatwa al-Lajnah ad-Da’imah Lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta’ no. 22935 tanggal 14/3/1425

Fatwa yang dikeluarkan oleh AlLajnah ad-Daimah Lil Buhuts al-llmiyah wal Ifta’ mengenai pemasaran
berjenjang atau Multi Level Marketing (MLM) mengandung beberapa poin penting yaitu penetapan keharaman
MIM berdasarkan analisis komprehensif terhadap hakikat transaksi, tujuan, dan implikasinya dalam perspektif
syariah. Pertama, Lajnah menegaskan bahwa tujuan utama MLM bukanlah penjualan produk, akan tetapi
perolehan komisi melalui rekrutmen anggota baru. Produk dalam skema ini seringkali hanya menjadi alat
legitimasi, sementara nilai komisi jauh melebihi harga produk itu sendiri. Misalnya, anggota mungkin membeli
produk seharga Rp500.000 rupiah tetapi dijanjikan komisi hingga Rp10 Juta rupiah jika berhasil merekrut
anggota bawah. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar jual beli syar’i yang mengutamakan pertukaran
barang/jasa bernilai nyata, bukan sekadar transaksi uang yang timpang.

Kedua, Lajnah mengidentifikasi adanya unsur riba dalam MLM, baik riba al-fadhl (selisih nilai tidak adil)
maupun riba an-nasiah (penundaan pembayaran). Riba al-fadhl terjadi ketika uang ditukar dengan uang secara
tidak sepadan, seperti anggota membayar biaya keanggotaan kecil untuk mendapatkan komisi besar tanpa usaha
nyata. Sementara riba an-nasiah muncul karena komisi baru cair setelah syarat rekrutmen terpenuhi, yang
menciptakan ketergantungan pada waktu dan ketidakpastian. Kedua bentuk riba ini dilarang keras dalam Islam,
sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Bagarah: 275 dan Hadis Nabi tentang larangan pertukaran emas-perak
secara tidak kontan.

Ketiga, MLM mengandung gharar (ketidakpastian) yang sistemik. Anggota tidak pernah tahu posisinya
dalam piramida—apakah di puncak yang menguntungkan atau di dasar yang merugi. Ketidakjelasan ini bersifat
struktural dan disengaja, sehingga melanggar prinsip transparansi dalam muamalah. Rasulullah SAW secara
tegas melarang jual beli yang mengandung gharar, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim. Bahkan, gharar
dalam MLM dinilai lebih berbahaya karena melibatkan eksploitasi berlapis dan berpotensi merusak hubungan
sosial.

Keempat, Lajnah menyoroti praktik “memakan harta secara batil” dalam MLM, sebagaimana dilarang
dalam QS. An-Nisa: 29. Sistem piramida membuat keuntungan hanya dinikmati oleh sebagian kecil anggota
puncak, sementara mayoritas anggota bawah menanggung kerugian. Ini adalah bentuk ketidakadilan ekonomi
yang bertolak belakang dengan magqasid syariah, khususnya prinsip hifz almal (menjaga harta) dan keadilan
distributif. Analisis ekonomi juga menunjukkan bahwa MLM adalah zerosum game, dimana keuntungan satu
pihak berasal dari kerugian pihak lain, tanpa menciptakan nilai tambah riil bagi masyarakat.

Fatwa ini ditopang oleh dalil kuat dari Al-Qur’an, Hadis, ijma’ ulama tentang larangan riba dan gharar,
serta giyas (analogi) terhadap praktik serupa seperti bay’ algharar (jual beli spekulatif). Lajnah juga menolak
argumen yang menyamakan MLM dengan samsarah (perantara jual beli) atau mengklaim komisi sebagai hibah.
Samsarah sah selama fokusnya pada penjualan produk, bukan rekrutmen, sedangkan hibah dalam MLM
bersyarat dan terkait dengan transaksi ribawi, sehingga tidak sah.

Dalam konteks masa kini, meski MLM bermetamorfosis dengan memanfaatkan teknologi digital,
substansi haramnya tetap sama. Perusahaan seperti Herbalife atau Amway—meski mengklaim berorientasi
produk—sering kali terjebak dalam logika piramida. Fatwa Lajnah konsisten dengan keputusan lembaga lain
seperti MUI yang mengharamkan MLM berbasis rekrutmen, meski MUI memberi ruang untuk direct selling yang
transparan. Perbedaan pendapat ulama seperti Yusuf al-Qaradawi yang membolehkan MILM dengan syarat ketat
pun dianggap tidak realistis oleh Lajnah, karena mayoritas MLM sulit memenuhi kriteria keadilan.

Implikasi fatwa ini signifikan bagi masyarakat Muslim. Di tingkat individu, larangan MLM melindungi
umat dari kerugian finansial dan konflik sosial akibat target rekrutmen. Di tingkat komunitas, fatwa mendorong
pencarian alternatif bisnis syariah seperti koperasi atau kemitraan mudharabah yang berkeadilan. Namun,
tantangan tetap ada, terutama dalam edukasi masyarakat untuk membedakan MLM haram dari model bisnis
halal, serta perlunya regulasi pemerintah yang selaras dengan fatwa ulama.
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Kesimpulan dari fatwa ini adalah bahwa MLM, sebagaimana praktiknya didefinisikan dalam fatwa,
diharamkan dalam Islam karena melanggar prinsip-prinsip ekonomi yang syariah, seperti larangan terhadap riba,
gharar, dan penipuan. Fatwa ini memberikan pandangan yang jelas dan tegas mengenai posisi Islam terhadap
jenis bisnis ini, serta menekankan perlunya mematuhi prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai
Islam dalam semua transaksi ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan fatwa dari Lajnah Daimah, Multi Level Marketing (MLM) secara konsisten dianggap haram
dalam Islam. Fatwa ini didasarkan pada beberapa alasan utama, antara lain fokus pada komisi daripada produk
yang sebenarnya, kemungkinan mengandung unsur riba dan gharar (ketidakpastian), serta praktik tidak adil yang
dapat mengakibatkan penipuan terhadap anggotanya. Dengan demikian, fatwa tersebut menegaskan bahwa
praktik MLM tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam yang adil dan transparan, dan umat Muslim
dihimbau untuk menghindari jenis bisnis ini untuk menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai agama.
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